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WALI KOTA PROBOLINGGO 

PROVINSI JAWA TIMUR 

 

SALINAN PERATURAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO 

 NOMOR 2 TAHUN 2023 

TENTANG 

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  

TAHUN ANGGARAN 2023 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

WALI KOTA PROBOLINGGO, 

 

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 317 ayat(1) 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah dan Pasal 177 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 

2019  tentang Pengelolaan Keuangan  Daerah, Kepala  Daerah  

wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang 

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 

kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk 

memperoleh persetujuan bersama; 

b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang 

diajukan merupakan perwujudan dari Perubahan Rencana 

Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 yang dijabarkan kedalam 

perubahan kebijakan umum APBD serta perubahan prioritas 

dan plafon anggaran sementara yang telah disepakati antara 

Pemerintah Daerah dengan DPRD pada tanggal 19 Agustus 

2023; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 

Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Tahun Anggaran 2023; 
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Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan 

Daerah-Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa 

Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik 

Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang 

Pengubahan Undang-Undang Nr 16 Dan 17 Tahun 1950 

(Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota 

Besar Dan Kota-Kota Kecil Di Jawa (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 551); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4286); 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4355); 

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia  Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah 

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 

Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 

Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6801); 

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 

244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
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Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 

2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 

8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan 

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 

9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang–Undang Nomor 2 

Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang 

Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 

74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah 

Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan 

Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5340); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan 

Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran 

Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah 

beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 

Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan 

kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Republik Indonesia 

Nomor 6177); 
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13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar 

Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5165); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 

Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6041); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak 

Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 106 Tahun 2017, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6057); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6322); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan 

dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323); 

18. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan 

Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan 

Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang 

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 12); 

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang 

Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 

2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum 

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 

157); 
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20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang 

Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta 

Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067); 

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang 

Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran 

Pendapatan Dan Belanja Daerah, Dan Tertib Administrasi 

Pengajuan, Penyaluran, Dan Laporan Pertanggungjawaban 

Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630) sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 

Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, 

Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja 

Daerah, Dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, Dan 

Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan 

Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 

Nomor 1777); 

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang 

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114); 

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang 

Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan 

Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447); 

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang 

Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang 

Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang 

Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Rancangan 

Peraturan Daerah Tentang Perubahan  Anggaran  Pendapatan 

Dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah 

Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, 

Dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran 

Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431); 
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26. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 198/PMK.07/2021 tentang 

Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1402); 

27. Peraturan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi 

Penanaman Modal Nomor 3 Tahun 2022 tentang Petunjuk 

Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Fasilitasi 

Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2022 Nomor 1372); 

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang 

Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2022 Nomor 972); 

29. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 204/PMK.07/2022 

Tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1319); 

30. Peraturan Daerah  Kota  Probolinggo  Nomor  1  Tahun  2019 

tentang Pedoman Pengelolaan  Keuangan  Daerah  (Lembaran 

Daerah Kota Probolinggo Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan 

Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 38); 

31. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 9 Tahun 2022 

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 

Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 

2022 Nomor 9); 

 

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PROBOLINGGO 

dan 

WALI KOTA PROBOLINGGO 

 

MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN 

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023. 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Kota Probolinggo. 

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Probolinggo. 
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3. Wali Kota adalah Wali Kota Probolinggo. 

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Probolinggo. 

5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD 

adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan 

Daerah. 

6. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah. 

7. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah. 

8. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai  penambah 

nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. 

9. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai 

pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. 

10. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau 

pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran 

berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. 

11. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah 

selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) 

periode anggaran. 

12. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk mendanai kebutuhan 

pembangunan prasarana dan sarana Daerah yang tidak dapat dibebankan 

dalam 1 (satu) tahun anggaran. 

13. Program adalah bentuk instrument kebijakan yang berisi 1 (satu) atau lebih 

Kegiatan yang dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah atau 

masyarakat yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai 

sasaran dan tujuan pembangunan Daerah. 

14. Kegiatan adalah bagian dari Program yang dilaksanakan oleh 1 (satu) atau 

beberapa satuan kerja perangkat daerah sebagai bagian dari pencapaian 

sasaran terukur pada suatu Program dan terdiri dari sekumpulan tindakan 

pengerahan sumber daya baik yang berupa personil atau sumber daya 

manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau 

kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut, sebagai 

masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang/jasa. 

15. Hasil adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya Keluaran dari 

Kegiatan dalam 1 (satu) Program. 

 

Pasal 2 

APBD Tahun Anggaran 2023 semula sebesar Rp1.028.571.890.926 bertambah 

sebesar Rp79.225.697.683 sehingga menjadi Rp1.107.797.588.609 dengan rincian 

sebagai berikut: 
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1. Pendapatan Daerah 

a.  Semula Rp 888.571.890.926 

b.  Bertambah Rp 34.894.753.838 

Jumlah pendapatan daerah setelah perubahan Rp 923.466.644.764 

2.  Belanja Daerah 

a.  Semula Rp 1.028.571.890.926 

b.  Bertambah Rp     79.225.697.683 

Jumlah belanja daerah setelah perubahan Rp 1.107.797.588.609 

3.  Pembiayaan Daerah 

a.  Penerimaan pembiayaan 

1)  Semula Rp   140.000.000.000 

2)  Bertambah Rp  44.330.943.845 

Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan Rp 184.330.943.845 

b.  Pengeluaran pembiayaan 

1)  Semula Rp 0 

2)  Berkurang/bertambah Rp   0 

Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah  

perubahan Rp 0  

Jumlah pembiayaan neto setelah perubahan  Rp 184.330.943.845 

Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah  

perubahan  Rp 0 

 

Pasal 3 

Anggaran pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bersumber 

dari: 

a. Pendapatan asli daerah 

1)  Semula  Rp 201.247.104.786 

2)  Berkurang  Rp  (3.069.339.885) 

Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan  Rp 198.177.764.901 

b.  Pendapatan transfer 

1)  Semula  Rp 687.324.786.140 

2)  Bertambah  Rp  37.964.093.723 

Jumlah pendapatan transfer setelah perubahan  Rp 725.288.879.863 

 

Pasal 4 

(1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, 

bersumber dari: 

a.  Pajak daerah; 

1)  Semula  Rp 59.013.650.000 

2)  Bertambah  Rp  1.415.569.278 

Jumlah pajak daerah setelah perubahan  Rp 60.429.219.278 
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b.  Retribusi daerah; 

1)  Semula  Rp 17.006.994.410 

2)  Berkurang  Rp  (2.868.575.096) 

Jumlah retribusi daerah setelah perubahan   Rp 14.138.419.314 

c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan; 

1)   Semula  Rp 1.470.762.667 

2)   Berkurang/bertambah  Rp  0 

Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah  

setelah perubahan                         Rp 1.470.762.667 

d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah; 

1)  Semula  Rp 123.755.697.709 

2)  Berkurang  Rp  (1.616.334.067) 

Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah yang sah  

setelah perubahan         Rp 122.139.363.642 

(2) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, 

bersumber dari: 

a.  Transfer pemerintah pusat 

1)  Semula  Rp 596.185.167.000 

2)  Bertambah  Rp 32.869.381.242 

Jumlah transfer pemerintah pusat setelah  

perubahan                                    Rp 629.054.548.242 

b.  Transfer antar daerah 

1)  Semula  Rp 91.139.619.140 

2)  Bertambah  Rp  5.094.712.481 

Jumlah transfer antar daerah setelah perubahan  Rp 96.234.331.621 

 

Pasal 5 

Anggaran belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas: 

a.  Belanja operasional 

1) Semula  Rp 945.135.823.237 

2)  Bertambah  Rp 29.578.934.326 

Jumlah belanja operasional setelah perubahan  Rp 974.714.757.563 

b.  Belanja modal 

1)  Semula  Rp 74.597.747.689 

2)  Bertambah  Rp  55.775.083.357 

Jumlahbelanja modal setelahperubahan  Rp 130.372.831.046 

c.   Belanja tidak terduga 

1)  Semula  Rp 8.838.320.000 

2)  Berkurang  Rp (6.128.320.000) 

Jumlah  Belanja tidak terduga setelah perubahan Rp 2.710.000.000 
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Pasal 6 

(1) Belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri 

atas: 

a.  Belanja pegawai 

1)  Semula   Rp 466.935.768.264 

2)  Berkurang  Rp (6.820.944.793) 

Jumlah belanja pegawai setelah perubahan  Rp 460.114.823.471 

b.  Belanja barang dan jasa 

1)  Semula  Rp 406.087.318.568 

2)  Bertambah  Rp 43.116.918.436 

Jumlah belanja barang dan jasa setelah  

perubahan Rp 449.204.237.004 

c.  Belanja hibah 

1)  Semula  Rp 69.025.784.805 

2)  Berkurang  Rp   (5.672.523.217) 

Jumlah belanja hibah setelah perubahan  Rp 63.353.161.588 

d.   Belanja bantuan sosial 

1)  Semula  Rp  3.086.951.600 

2)  Berkurang  Rp    (1.044.416.100) 

Jumlah belanja bantuan social setelah perubahan Rp 2.042.535.500 

(2) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri atas: 

a.  Belanja modal peralatan dan mesin 

1)   Semula  Rp 28.154.010.124 

2)   Bertambah  Rp 23.981.948.128 

Jumlah belanja modal peralatan setelah perubahan Rp 52.135.958.252 

b.   Belanja modal gedung dan bangunan 

1)   Semula  Rp 26.098.222.611 

2)   Bertambah  Rp 20.041.263.443 

Jumlah belanja modal gedung dan bangunan  

setelah perubahan   Rp 46.139.486.054 

c.  Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi 

1)   Semula  Rp 18.569.143.154 

2)   Bertambah  Rp   11.025.258.070 

Jumlah belanja modal jalan, irigasi dan jaringan  

setelah perubahan  Rp 29.594.401.224 

d.   Belanja modal asset tetap lainnya 

1)   Semula  Rp 1.776.371.800 

2)  Bertambah  Rp 676.613.716 

Jumlah belanja asset tetap lainnya setelah perubahan Rp 2.452.985.516 
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e.   Belanja modal asset lainnya 

1)   Semula  Rp 0 

2)  Bertambah  Rp 50.000.000 

Jumlahbelanja asset tetap lainnya setelah perubahan Rp 50.000.000 

(3) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, terdiri 

atas belanja tidak terduga, yaitu: 

a.  Semula  Rp 8.838.320.000 

b.  Berkurang  Rp (6.128.320.000) 

Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan Rp 2.710.000.000 

 

Pasal 7 

Anggaran pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas: 

a.  Penerimaan pembiayaan 

1)  Semula  Rp   140.000.000.000 

2)  Bertambah  Rp 44.330.943.845 

Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan Rp 184.330.943.845 

b.  Pengeluaran pembiayaan 

1)  Semula  Rp 0 

2)  Berkurang/bertambah  Rp   0 

Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan Rp 0 

 

Pasal 8 

(1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri 

atas: 

a.  Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya 

1)  Semula   Rp   140.000.000.000 

2)  Bertambah  Rp 44.330.943.845 

Jumlah sisa lebih perhitungan anggaran  

tahun sebelumnya setelah perubahan  Rp 184.330.943.845 

b.  Pencairan dana cadangan 

1)  Semula   Rp 0 

2)  Bertambah/(berkurang)     Rp 0 

Jumlahpencairan dana cadangan setelah perubahan Rp 0 

(2) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, 

adalah: 

1)  Semula  Rp 0 

2)  Bertambah  Rp   0 

Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan  Rp 0 

 



- 12 -   

Pasal 9 

Uraian lebih lanjut Perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, 

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 

Peraturan Daerah ini terdiri dari: 

a. Lampiran I      Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut 

Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan; 

b. Lampiran II     Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut 

Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi; 

c. Lampiran III   Rincian Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan 

Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, 

Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan; 

d.   Lampiran IV    Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan 

Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta  

Hasil  dan  Sub  Kegiatan beserta Keluaran; 

e. Lampiran V     Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan  

dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah  dan  Fungsi 

Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara; 

f.   Lampiran VI    Rekapitulasi Perubahan Belanja Untuk Pemenuhan SPM; 

g.   Lampiran VII  Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan 

Perubahan APBD; 

h. Lampiran VIII  Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada 

Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Rancangan 

Perubahan APBD; 

i. Lampiran IX    Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per 

Jabatan; 

j.  Lampiran X     Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan 

dengan Peraturan Daerah; dan 

k.  Lampiran XI    Daftar Pinjaman Daerah. 

 

Pasal 10 

Wali Kota menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran Perubahan APBD 

sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD. 
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Pasal 11 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Probolinggo. 

 

Ditetapkan di Probolinggo 

pada tanggal 17 Oktober 2023 

WALI KOTA PROBOLINGGO, 

Ttd, 

HADI ZAINAL ABIDIN 

Diundangkan di Probolinggo 

pada tanggal 17 Oktober 2023 

SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO, 

Ttd, 

NINIK IRA WIBAWATI 

 

LEMBARAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2023 NOMOR 2 

 

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO NOMOR 164-2/2023 

 

Salinan sesuai dengan aslinya 

KEPALA BAGIAN HUKUM, 

 

 

DENNY BAGUS ERWANTO, SH, MH 

NIP. 19780608 200903 1 004 

 

Salinan sesuai dengan aslinya,TITIK WIDAYAWATI, 

SH, M.H9680108 199403 2 0 


